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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Tindak Pidana  

1. Pengertian 

Kata  Latin delictum serta delicta berperan  selaku ide  

buat  kata  bahasa Inggris "delict". Kata pidana dalam bahasa 

Belanda merupakan  strafbaarfeit atau 3 (tiga) sebutan yang 

menjadikan Strafbaarfeit merupakan  Straf, Baar, serta Feit. 

Baar diartikan selaku can serta may, sebaliknya straf diartikan 

selaku illegal serta halal. Sebaliknya yang tiruan yakni  

aktivitas, peristiwa, pelanggaran, maupun aktivitas yang salah. 

Sebutan Offensive dalam bahasa Inggris merujuk pada sikap 

yang pelakunya mampu mendapati sanksi (kejahatan). 

Kegiatan pidana didefinisikan selaku kegiatan yang melawan 

hukum serta mampu  dihukum. Berguna buat diketahui apabila 

kendatipun intimidasi  kejahatan ditunjukan pada pribadi yang 

mengakibatkan peristiwa  itu, pantangan ditunjukan pada 

kegiatan (yakni, suasana maupun kasus  yang dibentuk oleh 

sikap seorang).1 

2. De Vergelding Theori (Teori Absolut atau pembalasan) 

Teori ini, yang datang dari periode  ke-18, berpandangan  

kalau  watak pandangan  pembalasan  berguna  selaku dasar 

vonis. Menurut  Immanuel Kant, apabila “kekejaman  yang 

memicu  ketidakadilan, perlu  serta dibalas  dengan 

ketidakadilan”. Presumsi  mutlak  ataupun  balas sentimen  

yaitu  apa yang diketahui selaku ini. Prinsip  mutlak  mengarah  

pada aksi serta menghakimi pelanggaran itu sendiri sebab  

membenarkan  kalau  vonis  yaitu  hukuman  berlandaskan  

kelalaian. Lantaran pelaku wajib membenarkan sanksi 

berlandaskan  kesalahannya, sanksi  dijatuhkan. Teori  ini 

berpandangan  kalau  akibat  kesalahan  itu membawa kesialan  

buat  orang lain, sehingga  dasar pemidanaan patut dijumpai 

dalam kesalahan yang sesungguhnya. Alhasil, pelaku wajib 

memperoleh  ganti  rugi  (vergelding), yakni:2 

 

                                                           
1 Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, 

Pertama. (Yogyakarta: Deepublish Publiser, 2019), 

https://ebooks.gramedia.com/id/buku/asas-asas-hukum-pidana-buku-ajar-bagi-mahasiswa. 
2 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 1st ed. (Riau: Umrah Press, 2020), 

https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results. 
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1. Tujuan kejahatan semata-mata untuk pembalasan; 

2. Balas dendam merupakan tujuan utama dan tidak 

mengandung sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk 

kesejahteraan masyarakat; 

3. Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk hukuman; 

4. Hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku; 

5. Pidana menoleh ke belakang, murni mencela dan 

tujuannya bukan untuk memperbaiki, mendidik atau 

mensosialisasikan kembali pelaku.3 

3. De Relatif Theori (Teori Relatif atau Tujuan) 

Bagi teori  ini, dasar dari relatif yaitu hasil yang diharapkan 

dari vonis  akibat beliau ada peranan khusus. Teori ini 

berpandangan apabila  melestarikan ketertiban masyarakat 

merupakan tujuan pokok dari kejahatan. Cara untuk mencapai 

tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :  

a. Preventive theory (teori pencegahan), yang 

meliputi :  

a) Generale Preventive (penghindaran  lumrah) 

ditunjukkan pada khalayak ramai serta masyarakat 

luas. 

b) Special Preventive (penghindaran tertentu) tertuju 

langsung pada pelaku kesalahan yang melaksanakan 

perbuatan kriminalitas yang bersinggungan biar tidak 

mengulanginya kembali. 

c) Verbetering van dader (memperbaiki  pelaku), yang 

dijalani  dengan memberikan vonis pada pelaku serta 

memberikan instruksi sepanjang mereka berada  di 

dalam penjara.4 

Menurut teori relatif (penghindaran), sanksi dilihat 

selaku fasilitas menjangkau tujuan yang berfungsi buat 

memelihara  masyarakat serta menambah kelimpahan 

bukan selaku hukuman  berdasarkan kelalaian pelaku. 

Tujuan pemidanaan selaku perlengkapan penghindaran, 

spesialnya penghindaran yang besar  sasarannya pada 

masyarakat  disampaikan oleh teori ini. Menurut  teori ini, 

pemidanaan dijatuhkan buat mengaplikasikan makna  

maupun  tujuan pemidanaan, adalah buat kurangi  akibat 

minus  kekejaman   masyarakat. Selain  itu, metode  

terbaik buat  mengamati  tujuan pemidanaan yakni selaku 

                                                           
3  Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 7. 
4  Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 8. 
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perlengkapan buat menghindari  pidana. Aktivitas 

kriminal melayani tujuan lain kecuali cuma  membalas 

pelaku maupun berikan mereka hadiah. Pembalasan  

dengan sendirinya tidak bernilai; itu hanya berguna selaku 

perlengkapan. Adapun ciri pokok atau karakteristik teori 

relatif (utilitarian), yaitu :    

1. Tujuan kriminal  merupakan  penghindaran; 

2. Penghindaran bukan tujuan akhir tapi cukup selaku 

perlengkapan buat menjangkau tujuan yang lebih 

besar adalah  ketenteraman masyarakat; 

3. Hanya pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan 

terhadap  pelaku (misalnya kesengajaan maupun 

culpa) yang bisa  dikualifikasikan selaku aksi pidana; 

4. Kejahatan perlu ditentukan berlandaskan tujuannya 

selaku perlengkapan pencegahan kriminal; 

5. Kejahatan memandang ke depan (menjanjikan), 

pemidanaan bisa memiliki faktor kekurangan, tapi 

faktor hukuman tidak bisa  didapat apabila tidak 

menolong menghindari kejahatan buat  kebutuhan 

ketenteraman masyarakat.5  

4. De Verenigings Theori (Teori Gabungan)  

Teori  absolut  (memerhatikan sakit hati) serta teori relatif, 

yang  ditelaah  di berdasarkan, keduanya tercantum dalam 

teori ini. Teori ini beranggapan kalau watak pelanggaran serta 

hasil yang diharapkan perlu  memastikan bagaimana sanksi 

diserahkan. Terdapat dua kelompok penting  yang membuat 

teori gabungan ini, yaitu:   

1. Sebuah teori perpaduan yang mengutamakan hukuman, 

tapi  hukuman tersebut tidak bisa melewati batas dari apa 

yang butuh  serta  layak guna melindungi susunan sosial; 

2. Sebuah  teori gabungan yang mengutamakan proteksi 

ketertiban masyarakat, tapi  kecelakaan dampak  dipidana 

tidak bisa  lebih berat dari kegiatan yang dijalani  oleh 

terpidana. 6 

Menurut teori gabungan, jauh lebih sesuai buat memidana 

pelaku  sendiri dari kejahatan yang mereka lakukan. Teori ini unik 

lantaran  berpusat pada metode resosialisasi pelaku  buat  

memulihkan susunan  sosial serta akhlak  publik serta 

mengharuskan  reintegrasi mereka sukses. Bagi Albert Camus, 

                                                           
5  Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 9. 
6  Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 10. 
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seorang penjahat tetaplah seseorang khalayak yang  melaksanakan 

kejahatan, serta dengan seperti itu seseorang  penjahat sedang  

terhindar buat mengambil perilaku baru serta mencocokkan diri. 

Lantaran  kriminalitas menginginkan hukuman berlandas 

perlakuan, sehingga  penjatuhan hukuman serta mesti berguna buat 

mengarahkan gerakan  positif memperkenalkan perlindungan 

selaku tujuan  di balik taat pada kegiatan  ini yang didasarkan pada 

pendapat.7 

 

B. Kebijakan Hukum Pidana 

Jelas saja, ulasan kebijakan penal tidak mampu digeluti  di luar 

kerangka isu  penyusutan kriminal di publik. Kebijakan penal mampu  

diamati  sebagai usaha berargumen guna memanfaatkan sistem 

peradilan kriminalitas buat melawan  kriminal. Sebutan "politik hukum 

kriminalitas", serta "politik hukum kriminalitas" seluruhnya ada 

pengertian yang sepadan (strafrechtspoltiek). Oleh karena itu, kalau 

dibubuhkan dalam aspek gagasan, ketiga sebutan itu ada  maksud yang 

sepadan. Jelas saja, usaha masuk akal guna kurangi maupun  

memusnahkan  kriminal  (politik pidana) bisa  memanfaatkan  cara 

"penal" serta "non-penal" tidak hanya prosedur "penal".8 

Sebagai lumrah, prosedur kejahatan bisa meliputi tinjauan 

sosiologis, historis, serta komparatif melainkan sebagai proyek 

rekayasa hukum yang ilmiah. Perihal ini serta memerlukan pendekatan 

yang menyeluruh pada undang-undang dari bermacam aspek ilmu 

sosial yang ada, dan pendekatan integral yang cocok dengan undang-

undang sosial dan aturan pembangunan nasional. Pada hakekatnya, 

usaha guna mewujudkan peraturan hukum kejahatan yang efektif dan 

penyelesaian peradilan kejahatan tidak bisa  dipisahkan. Oleh sebab 

itu, pengertian “peraturan metode penanggulangan  kejahatan dengan 

hukum kejahatan ” serupa dengan politik hukum kejahatan  jikalau 

ditinjau dari memandang politik kriminal. Tujuan mendasar dari 

melindungi aturan pemeliharaan hukum yakni buat  meniadakan  

penjahat (khususnya perawatan hukum kejahatan). Oleh karena itu, 

sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana 

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law 

enforcement policy).9 

                                                           
7 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, 11. 
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra 

Aditya Bhakti, 1996), 29. 
9 Putri Dwi Pangestu, “Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak)” (Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang, 2022), http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26544. 
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Memanfaatkan upaya  hukum, serupa hukum kejahatan, guna 

menangani  permasalahan-permasalahan sosial, tercantum dalam 

ranah implementasi  pemeliharaan hukum. Tidak cuma  itu, prosedur 

pemeliharaan hukum ini serta tercantum dalam area peraturan sosial, 

ialah seluruh usaha yang logis guna menjangkau ketenteraman 

masyarakat, sebagai halnya tujuannya yaitu guna mendekati 

ketenteraman publik dengan cara lumrah. Pelaksanaan hukum 

kejahatan tidak rajin dibutuhkan tengah berdekatan dengan masalah 

yang serta menyertakan masalah sosial. Tidak terdapat yang telak 

dalam segi peraturan  gara-gara pada intinya publik perlu menilai  serta 

menyeleksi  peraturan  dari bermacam opsi.10 

Sesuai yang dikatakan Barda Nawawi Arief, segi  “penal policy” 

yang ialah  bagian dari serta bersangkutan dekat dengan “law 

enforcement policy”, “criminal policy”, serta “social policy” yaitu 

upaya  perombakan  hukum kejahatan (penal reform) yang pada 

dasarnya tercakup. Ini pada dasarnya menyiratkan apabila hukum 

kejahatan diperbarui: 

1. Dilihat dari sudut – sudut pendekatan kebijakan: 

a. Selaku bagian dari prosedur sosial, pembaruan hukum 

kejahatan  pada hakekatnya yaitu bagian dari usaha guna 

menanggulangi  perkara – perkara sosial (tercantum 

masalah kemanusiaan) dalam rancangan 

pencapaian/mendukung tujuan nasional (kesejahteraan  

masyarakat  serta sebagainya); 

b. Selaku bagian dari prosedur kriminal; 

c. Pembaruan hukum kejahatan pada hakekatnya yakni 

bagian dari usaha perlindungan masyarakat (spesialnya 

usaha penyelesaian  kejahatan); 

d. Selaku bagian dari kebijaksanaan pemeliharaan hukum, 

perombakan hukum kejahatan pada hakekatnya yakni 

bagian dari prosedur (usaha  logis) guna memperbaharui 

entitas hukum supaya pemeliharaan hukum lebih efisien. 

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai 

Perombakan hukum kriminalitas paling utama yaitu usaha 

guna meninjau serta menyurvei kembali “re-adaptasi serta re-

evaluasi” poin-poin sosial politik, sosiofilosofis, serta sosial 

masyarakat yang menunjang prosedur pidana serta 

memberikan konten guna barang normatif serta nomina 

                                                           
10 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan 

Dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994), 17-

18. 
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hukum kriminalitas yang aspiratif. Bukan reformasi  

(pembaruan) hukum kriminalitas, jikalau penyesuaian  nilai 

hukum kriminalitas yang dicita-citakan (misalnya KUHP 

terkini) serupa  dengan orientasi nilai hukum kriminalitas  

lama yang diwarisi dari kolonialis (KUHP lama ataupun 

WVS).11 

Selaku materi, prosedur pemeliharaan hukum 

kejahatan  dituturkan pula kebijakan pena ada 3 (tiga) 

tahap peraturan mewujudkan teknik peraturan 

pemeliharaan hukum kejahatan Mula-mula, langkah 

perancangan maupun perumusan peraturan perundang-

undangan kejahatan yang diujarkan pula dengan tahapan  

perumusan peraturan maupun  langkah peraturan legislasi. 

langkah kedua, yakni langkah peraturan yuridis/aplikatif 

dan pada kali pelaksanaan undang-undang kejahatan. 

Langkah ketiga, langkah peraturan administratif/eksekutif, 

alias langkah pelaksanaan dan penerapan hukum 

kejahatan. Strategi pemecahan kesalahan berlandas hukum 

kejahatan (penal) pada dasarnya dilaksanakan dengan 

lewat tahapan-tahapan selaku seterusnya.: 

a. Langkah perumusan, yakni fase pemeliharaan hukum sebagai 

in abstracto oleh tubuh pembentuk  undang-undang, tahapan  

ini diujarkan  tahapan  legislasi; 

b. Langkah aplikasi yakni fase praktik hukum kriminalitas oleh 

aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, hingga dengan 

tahapan  perbicaraan, tahapan  ini diujarkan  tahapan  prosedur  

yudikatif. 

c. Langkah eksekusi, pula diketahui selaku fase prosedur 

pelaksana  ataupun  administrasi, yaitu kala aparat penegak 

hukum benar-benar mengaplikasikan  hukum kejahatan. 12 

Dalam definisi lebar/badaniah, penjatuhan kejahatan merupakan 

langkah-langkah aktivitas hukum yang dilakoni oleh penguasa yang 

berwajib, diawali dari prosedur penyelidikan serta penuntutan capai 

dengan dijatuhkan serta dilaksanakannya vonis kejahatan oleh pidana 

"kekuatan penyidikan" memiliki dasarnya merupakan anggota dari 

"pengaruh penghukuman" kala kekejaman  didefinisikan selaku 

prosedur dalam definisi luas. Peraturan legislatif tidak harus tertanam 

                                                           
11 Muladi and Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana 

(Bandung: Alumni, 2010). 
12 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 1995). 
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dalam satu alat hukum supaya selaku berarti buat sisi pemeliharaan  

hukum kejahatan. Semacam  yang  memiliki saat ini, bermacam 

undang-undang (memiliki hukum kejahatan materiil di dalam dan di 

luar KUHAP dan ada hukum penerapan kejahatan). Wewenang hukum 

dari masing-masing undang-undang ini.”13 

 

C. Penghentian Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana 

Hukum yakni perangkat petunjuk hidup, perintah dari kekangan 

yang mengurus susunan teratur dalam sebuah publik serta perlu ditaati 

oleh unit publik yang berhubungan, gara-gara pelanggaran kepada 

petunjuk hidup itu bisa memicu aksi oleh negara maupun penguasa 

publik ini hukum dalam penegakannya spesialnya  hukum 

kriminalitas, kali ini sejenis tengah mendapati  suasana yang 

menetapkan buat menentukan antara memberikan dampak jera  

(kepuasan  moral korban) maupun mengembalikan kehilangan yang 

dirasakan korban. Bukan rahasia normal lagi, kalau seluruh kehilangan 

yang ditimbulkan oleh pemain terwakilkan dengan metode pelaku  

agak mengerjakan sanksi di kurungan. Perihal ini terjalin bukan 

semata-mata dari ketidakprofesionalan penegak hukum dalam 

meluruskan keseimbangan lamun benar hukum Indonesia 

(konotasinya sedang produk Belanda) dalam wujud sekejam itu.14 

Penyidikan  (Opsporing), Penuntutan (Vervolging), majelis hukum 

(Rechtspraak), Eksekusi tetapan Hakim (Executie), serta pengawasan 

juga pemantauan tetapan majelis hukum yaitu langkah-langkah dari 

cara penindakan permasalahan kejahatan. Sistem Peradilan kejahatan 

yakni panggilan bersama-sama  buat lembaga-lembaga ini. Teknik 

sidang yakni salah satu kebijakan yang setidaknya berguna. Kejaksaan 

Agung yakni wadah yang berperan menghakimi permasalahan di 

Indonesia. Gara-gara berperan selaku filter antara cara tafahus serta 

peradilan, Kejaksaan Agung mempunyai kedudukan yang amat 

berguna serta kritis dalam pengukuhan pembinaan hukum, 

eksklusifnya dalam sistem peradilan kejahatan Indonesia. Apabila 

Kejaksaan Agung membikin ketetapan perihal suatu perkara15 

                                                           
13 Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan 

Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” 

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 2 (2021): 217–227. 
14 Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek 

Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta 13, no. 1 (2019): 138–149, 

http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349. 
15 Yunizar Wahyu Tristanto, “Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk 

Meninkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia,” AHKAM 6, no. 2 (2018): 411–436, 

https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1467. 
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Mengamati  realitas kalau sedang terjalin penimbunan persoalan 

di meja hijau, ketakseimbangan perhitungan pengendalian persoalan 

serta sistem pengendalian persoalan (dalam KUHAP di Indonesia) 

yang tidak berdaya guna  (dalam pemaknaan tidak memahami 

terdapatnya hakikat spesial dalam pengendalian persoalan) nyatanya 

mendatangkan kelaziman (keharusan) di kejaksaan itu sendiri guna 

bersaing menuntaskan persoalan dengan hasil vonis meja hijau serta 

tertuduh selanjutnya masuk ke konvensi sosialisasi. Dalam suasana 

serupa ini yang lantas terjadi, lantaran menjumpai overloaded yang 

berakibat pada overcapacity serta pastinya membawa imbas yang berat 

serupa yang ditunjukkan oleh kekalahan sistem peradilan kejahatan 

berbentuk “kelalaian”. Olin serta Frank Remington memutuskan 

interaksi antara peraturan perundang-undangan, kebijakan 

administrasi, dan tindakan maupun sikap rakyat menciptakan sistem 

peradilan kejahatan yang memakai pendekatan sistem dalam proses 

pengaturan peradilan kejahatan. Muladi pula memperbanyak jika 

sistem peradilan kejahatan, cakap hukum kejahatan formil, hukum 

kejahatan sensibel, atau hukum kejahatan penerapan, ialah unit  

khususnya 16 

Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka pendek adalah 

1. menghindari  publik selaku korban kebiadaban; 

2. Menuntaskan kasus-kasus terkait yang telah terjalin maka 

publik percaya apabila kesamarataan sudah ditegakkan serta 

mereka yang bersalah sudah dihukum, serta; 

3. Menghindari pelaku berulang melaksanakan kebiadaban yaitu 

prioritas. 

Selepas itu, tujuan akhir dari sistem peradilan kejahatan dalam 

waktu jauh ialah menghasilkan kesentosaan  rakyat yang yakni tujuan 

kebijaksanaan sosial dalam waktu pendek ialah kurangi terbentuknya 

kriminal serta residivisme serta apabila tujuan ini tidak terlaksana 

hingga ditentukan jika sistem itu tidak berjalan dengan cara alami. 

Sistem peradilan kejahatan Indonesia menganut teori  jika persoalan  

kejahatan ialah kasus antara pribadi serta umum (khalayak) serta 

hendak dituntaskan oleh negeri selaku perwakilan dari masyarakat. 

bentrokan itu sendiri berkaitan dengan sebagian benda dari bab yang 

telah diatur serta diancam dengan vonis dalam hukum kejahatan 

material, yang ketika ini ditetapkan dalam KUHP serta di luar KUHP. 

Pembangunan hukum yang diharapkan tidak cuma mewujudkan 

hukum dalam makna rupa, benda ataupun adat hukum yang bagus, 

                                                           
16 Pangestu, “Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak).” 
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hendak mewujudkan institusi hukum maka sanggup mencukupi 

kepentingan tidak saja penguasa tapi pula rakyat. Ketidakseragaman 

dalam tentang cara pemeliharaan hukum tetap sanggup pengaruhi 

pembangunan sistem hukum yang harmonis patut sanggup 

mengumpulkan permasalahan – permasalahan dasar di paramedis 

hukum yang meliputi perancangan hukum, cara penyusunan hukum, 

pemeliharaan hukum serta pemahaman (pemahaman hukum).17 

Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh 

Kejaksaan, terdapat 2 (dua) asas yang melekat di dalamnya, 

yakni : 

1. Dasar validitas, yang memberitahukan kalau penuntut biasa 

perlu mengajukan syarat kriminalitas; 

2. Dasar kesempatan, yang memberitahukan kalau penuntut 

biasa tidak harus menuntut seorang sehubungan sebuah aksi 

kriminalitas, jikalau bagi pendapatnya tentang itu bakal 

mudarat kebutuhan biasa. Jadinya, seorang yang 

melaksanakan aksi pidana tidak butuh mendapati kiprah  

hukum buat keperluan  publik.18 

 

D. Restorative Justice 

1. Pengertian 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yaitu sebuah 

bentuk  pendekatan yang timbul dalam usaha penggarapan 

persoalan kriminalitas. Berlainan dengan pendekatan yang 

dibubuhkan memiliki sistem peradilan kriminalitas konvensional, 

pendekatan ini menitikberatkan pada terdapatnya kesertaan 

langsung pelaku, korban serta rakyat dalam prosedur penggarapan 

persoalan kriminalitas. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

selaku serupa skema pandangan yang merespon pengembangan 

sistem peradilan kriminalitas dengan menitikberatkan pada 

keperluan pelibatan rakyat serta korban yang merasa tersisihkan 

dengan metode yang bertindak pada sistem peradilan kriminalitas 

yang ada pada kali ini. Di pihak lain, Keadilan  Restoratif 

(Restorative Justice) serta selaku sesuatu kerangka berasumsi yang 

hangat yang mampu  dalam menanggapi sesuatu perbuatan 

kriminalitas buat penegak serta pekerja hukum. Penindakan 

persoalan kriminalitas dengan pendekatan Keadilan Restoratif 

                                                           
17 Muhammad Rafi Urrutab, “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan 

Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19,” Syntax Idea (2021). 
18 Pangestu, “Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam 

Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (Di Kejaksaan Negeri Demak).” 
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(Restorative Justice) menawarkan amatan serta pendekatan yang 

bertentangan dalam memahami serta mengatasi sesuatu perbuatan 

kriminalitas.19 

Korban serta pelaku  (terduga) terkumpul dalam serupa 

pertemuan buat membahas sistem jalan keluar restorative justice. 

Dalam pertemuan itu, penengah  memberikan peluang terhadap 

pemain buat menguraikan dengan cara gamblang aksi yang 

dibuatnya. Dalam penengah  ini, pelaku memberikan uraian 

perihal ulah yang dibuatnya dan alasan-alasan berlandaskan ulah 

itu. Dengan menitikberatkan pada masalah utama yang berakhir 

pada sebuah kekejaman, restorative justice memberikan respons 

terbaik buat pengendalian masalah kejahatan. Meralat kehancuran  

berlandaskan kesusahan yang ditimbulkan oleh kekejaman ialah 

respons yang wajib dipikirkan. 20 

Karakteristik penting dari keadilan restoratif yaitu 

memang kesalahan selaku perkara sosial bukan cuma pelanggaran 

hukum. Kriminal  dilihat selaku sikap yang berdampak keburukan 

pada orang lain serta mengganggu jalinan sosial. Berselisih dengan 

hukum kejahatan yang menghasilkan kesalahan selaku isu 

nasional. Buat meyakinkan kalau korban senantiasa terproteksi 

serta kepentingannya senantiasa terurus, hingga patut dikenakan 

dimensi perbuatan lanjut dalam implementasi keadilan  restoratif. 

Supaya  para pihak benar-benar menemukan profit dari 

perantaraan, hingga butuh terdapatnya kegiatan sesuai antara 

pelaku, korban, dan penegak hukum sepanjang sistem perantaraan 

aktif.21 

2. Prinsip-prinsip 

Secara konseptual, Keadilan Restoratif (Restorative 

Justice) berisi gagasan dan prinsip sebagai berikut:  

a. Membina kontribusi kooperatif pelaku, korban, serta 

konstruksi publik dalam solusi sebuah insiden alias kejelekan 

dengan meletakkan pelaku, korban, serta publik pada posisi 

“stakeholders” yang beroperasi serupa serta mencoba mencari 

                                                           
19 Syaufi Ahmad, Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang 

Beroientasi Pada Keadilan Restoratif, ed. Alviana C, Cet: 1. (Yogyakarta: Penerbit 

Samudera Biru (anggota IKAPI), 2020). 
20 Susana Andi Meyrina, “Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2012,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure (2017). 
21 Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” Al-Adl : Jurnal Hukum 10, no. 2 (2018): 

173. 
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solusi secepat boleh jadi yang diduga seimbang untuk 

seluruhnya pihak (win-win solution). 

b. Menekan mereka yang pernah melaksanakan kejahatan guna 

menerima pertanggungjawaban dengan perihal alias sikap yang 

pernah menyakiti alias mudarat korban. Tidak cuma itu, 

memajukan akuntabilitas menghindari repetisi kejahatan yang 

digeluti sebelumnya. 

c. Bingkai kecelakaan alias kebengisan bukan selaku pelanggaran 

hukum melainkan penyerangan yang digeluti oleh 

perseorangan (alias sekerumun perseorangan) pada orang lain 

(sekerumun orang). Oleh sebab itu, pelaku  wajib bertanggung 

jawab pada korban. 

d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak 

pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan 

personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara 

beracara yang formal (kaku) dan impersonal.22 

 

E. Pasal 351 KUHP 

Dalam pasal 351 KUHP dijelaskan bahwa tindak 

pidana penganiayaan telah terbagi menjadi beberapa 

macam, salah satunya adalah penganiayaan biasa. 

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan 

penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap 

ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua 

penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan 

penganiayaan ringan. 

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis 

penganiayaan biasa, yakni: 

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan 

luka berat maupun kematian dan dihukum dengan 

hukuman penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga 

ratus rupiah. (ayat 1). 

2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 

lima tahun (ayat 2). 

3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan 

dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya 

tujuh tahun (ayat 3). 

                                                           
22 Syaufi Ahmad, Kontruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang 

Beroientasi Pada Keadilan Restoratif, http://eprints.ulm.ac.id/9075/. 



20 
 

4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan 

(ayat 4)  23 

Secara selaku etimologis, sebutan "penganiayaan", yang 

menimbulkan paparan tingkah laku kejam semacam penindasan 

serta aniaya, yaitu asal mula ujar "penganiayaan". Hilman 

Hadikusuma menandai penganiayaan selaku aksi kejam alias 

menindas, tapi yang ditujukan dengan sebutan itu sesungguhnya 

yaitu perlakuan semena-mena pada yang dilecehkan, terhitung 

penindasan, tirani, serta bentuk-bentuk pelecehan yang lain. bagi 

Wiryono, aniaya sesungguhnya berpusat pada 4 (empat) aspek 

yang ditimbulkan oleh kegiatan individu yang disengaja. Masalah-

masalah selanjutnya dikatakan: 

1. Dengan sengaja menimbulkan penderitaan; dalam hal ini, 

cukuplah jika korban dibuat merasa tidak enak daripada 

menderita. Tindakan yang tidak menyenangkan termasuk, 

misalnya, mendorong seseorang ke dalam kolam, 

menyebabkan dia basah kuyup meskipun tidak 

menginginkannya. Ini juga melibatkan reaksi negatif saat 

disuruh berdiri di bawah terik matahari yang bertentangan 

dengan keinginan seseorang. 

2. Sengaja menimbulkan penderitaan dalam hal ini korban 

mengalami rasa sakit akibat perbuatan pelaku, seperti 

dipukul, ditendang, atau disiksa secara fisik. 

3. Menyakiti korban dengan sengaja mengakibatkan perubahan 

tanda-tanda pada tubuhnya, seperti tersayat benda tajam. 

4. Sengaja merusak kesehatan, perbuatan dengan tujuan 

merusak kesehatan orang dan akibatnya benar-benar 

terjadi, adalah juga termasuk dalam pengertian 

penganiayaan, misalnya orang sementara tidur 

berkeringat lalu dikenakan kipas angin yang disengaja 

dijalankan dengan keras-keras dengan maksud agar 

orang yang sementara tidur dan berkeringat itu masuk 

angin.24 

 

F. Islah 

Damai diketahui selaku al-islah dalam Islah serta itu mengarahkan 

pada membetulkan, menuntaskan, serta membinasakan pertikaian 

                                                           
23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351, n.d. 
24 Hiro R. R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang 

Mengakibatkan Kematian,” Lex Crimen X, no. 4 (2021): 65–73, 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/33400/31603. 
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maupun kebobrokan, berjuang menghasilkan perdamaian, membawa 

keselarasan, menginspirasi orang guna berbaikan  satu sesuai  lain, 

serta mengerjakan tingkah laku positif sembari beraksi sebagai murni. 

Aturan krama dalam Islam, ide perdamaian dipraktikkan dalam 

seluruh tentang mulai dari konflik dalam negeri sampai perkara politik 

massa, serta merta tertebar ke penerapan  hukum kejahatan dengan 

berpusat pada hasil perjanjian para pihak. 25 

Islah yakni ikhtiar guna menambah  keberadaan  individu serta 

menyirnakan terbentuknya kebobrokan, kehancuran, serta perpecahan  

antar  individu guna menghasilkan  rakyat yang terjamin, damai, serta 

senang.26 Alhasil , Islah dalam terminologi Islam sebagai normal 

mampu dimengerti selaku kegiatan yang berjuang merombak situasi 

tidak baik selaku positif. Islah pula mampu diartikan selaku sesuatu 

aksi ataupun kegiatan yang bermaksud buat memberantas 

ketidaktahuan, mengumumkan ilmu pemahaman, serta mereformasi 

publik yang rusak  sebagai akhlak serta ideologis. Islah juga 

meninggikan kaidah tauhid dengan menyirnakan bid'ah serta khayalan 

dari agama. Dengan perseorangan ini, Allah SWT bakal ada hamba 

benar yang menghormati-Nya. akal budi Islam juga adalah salah satu 

yang memperkenalkan kesetaraan serta keadilan. Islah, bagi hukum 

Islam, bermaksud buat menuntaskan  pertengkaran  serta pertikaian  

pandangan  buat membina ikatan yang damai. 27 

Pendapat  Islam mengenai islah melingkupi totalitas 

pemisahan persoalan. Terdapat dasarnya, kebijakan perbaikan 

perlu mencontoh prinsip-prinsip berikut: 

1. Islah yakni sistem tulus tanpa tekanan; penyeimbang antara 

hak serta tanggungan;  

2. Pengungkapan perkenan;  

3. Pihak-pihak yakni pihak-pihak yang berkonflik perihal 

kekejaman serta perlu ada korban serta pemeran; serta  

4. Islah yakni sistem tulus tanpa tekanan.28 

                                                           
25 Priyadi Riza, “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” (2019): 1–151, 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46398/1/RIZA PRIYADI-

FSH.pdf. 
26 Saidah, “Konsep Ishlah Dalam Hukum Islam (Perspektif Tafsir Maudhu’iy),” 

Hukum Diktum 10, no. 2 (2012): 120–127, 

https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/260/182. 
27 M. Atho Mudzhar, “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural,” 

EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan (2017), 

https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/396. 
28 Kusnadi Kusnadi, “Tawaran Al-Qur’an Tentang Ishlah,” Jurnal Al-Mubarak: 

Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir (2019). 
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Islah mesti mempunyai tujuan waktu pendek serta waktu jauh 

dalam tiap suasana serta kondisi. Serta selaku lumrah, tujuan itu 

terdiri dari yang berikut; 

1.  Memahami ide ukhuwwah, memelihara jalinan  kasih buah 

hati serta keyakinan, dan mendirikan lagi jalinan kasih 

maupun perhatian dampingi manusia; 

2. Menjunjung agung aman publik yang diawali dari 

keserasian rumah tangga; 

3. Memelihara penyeimbang serta kelestarian alam; 

4. Hidup tanpa rasa was-was, gelisah, maupun depresi; 

5. Melindungi kerahasiaan pihak yang berkonflik; 

6. Mengerjakan salah satu keharusan Allah SWT dengan 

memahami kalau islah merupakan salah satu ibadah yang 

diperintahkan-Nya pada hamba-hamba-Nya;  

7. Berharap pada Allah SWT mendesak balasan serta 

maghfiroh.29 

 

Adapun dasar pelaksanaan Islah terdapat pada firman 

Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178: 

بْدُ باِلْعَبْدِ عَ فىِ الْقتَْلٰىۗ الَْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْ  يٰٰٓايَُّهاَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقصَِاصُ 

ءٌ الِيَْهِ اتِّباَعٌ بۢاِلْمَعْرُ فَ وَالْْنُْثٰى باِلْْنُْثٰىۗ فمََنْ عُفيَِ لهَٗ مِنْ اخَِيْهِ شَيْءٌ   باِحِْسَانٍ ۗ ذٰلكَِ وْفِِ وَادَََا 

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗفمََنِ اعْتدَٰى بعَْدَ ذٰلِ  نْ رَّ كَ فلَهَٗ عَذَابٌ تخَْفيِْفٌ مِّ   (١٧٨) الَيِمٌْ    

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan 

dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan 

hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. 

Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari 

saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan 

baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan 

dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa 

melampaui batas setelah itu, maka ia akan 

mendapat azab yang sangat pedih.”30 

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat 

ini bahwa Allah memerintahkan, apabila keluarga korban 

memohon qisas selaku hukuman berdasarkan pembantaian itu, 

maka  patuhi. Tetapi, hukuman itu wajibkan oleh pejabat  serta 

                                                           
29 Priyadi Riza, “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” 
30 “Qur’an Kemenag.” 
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cukup bisa dijalani oleh orang terhindar  orang terhindar, oleh 

budak  budak, serta oleh wanita –wanita. Karena  qisash berarti 

"kesetaraan", alkisah dilarang menewaskan orang merdeka, 

walaupun korbannya merupakan satu orang budak, serta pula 

dilarang menewaskan banyak orang selaku hukuman berdasarkan 

satu pembantaian yang tidak sah. Tetapi, mampu diperoleh bila 

keluarga korban menyudahi buat memohon remisi dengan 

menghentikan hukuman serta merombaknya dengan uang  

tebusan.31 

Keadilan restoratif berupaya buat menyentuh perdamaian, 

perdamaian, imbauan maaf, serta penyanggahan kekecewaan 

dengan fokus pada usaha buat menyentuh kesepakatan antara 

korban, pelaku, serta keluarga korban tengah menuntaskan 

perkara kejahatan. Penganiayaan pula diketahui selaku jarimah 

pelukaan dalam hukum kejahatan Islam. sebutan "mencuri" (yang 

berarti "shaqq ba'd bodiih", yang berarti menyinggung bagian 

badan insan), yang dikenakan buat membeberkan menyakiti, 

diterangkan dalam kamus Al-Munjid. Dari klarifikasi pengertian 

luka itu, jelaslah jika luka jemari ialah tindakan yang dilakoni 

sebagai gegabah oleh seorang buat menyinggung alias menyakiti 

orang lain. Dalam ujar Asy-Syajaj, entitas (tujuan) dari perbuatan 

haram  penganiayaan. Menurut Imam Abu Hanifah, syajaj adalah 

luka pada kepala dan muka, terutama pada tulang seperti dahi. 

Sebaliknya, syajaj tidak hadir di bibir yang dipenuhi daging. Luka 

jarimah dihukum dengan diyat. Jika qishas terhalang dalam 

beberapa hal, diyat menggantikannya sebagai hukuman. Selain 

berfungsi sebagai hukuman pengganti untuk kejahatan 

penganiayaan yang disengaja, diyat juga merupakan hukuman 

utama ketika kejahatan tampak disengaja atau salah. Denda 

ditentukan berdasarkan kedangkalan luka, kemudian 

dibandingkan dengan tulang yang terlihat, untuk luka ringan 

seperti luka terkelupas kulit, berdarah, luka tembus jaringan, luka 

dalam hingga daging, dan luka hingga lapisan tulang. luka tulang 

yang terlihat kemudian dibandingkan, dan seterusnya, sampai 

denda 1/2, 1/3, atau 1/4 dinilai. Berdasarkan kebijaksanaan 

                                                           
31 Adam Rohili, “Kedudukan Islah Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Menurut 

Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018), 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43978. 
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pengambilan keputusan hakim dan pertimbangan hakim dari ganti 

rugi.32 

 

G. Negosiasi 

Kata  "kesepakatan " dalam bahasa Inggris yaitu asal ujar 

"kesepakatan ". Dalam makna luasnya, kesepakatan  yaitu metode 

meminta dengan berunding buat menjangkau kesalingpahaman antara 

kedua belah  pihak. Kebalikannya, Robbins membeberkan 

kesepakatan  selaku metode di mana dua ataupun lebih pihak 

berpindah produk serta layanan sembari berjuang mendekati uraian 

tentang sepanjang mana kerjasama mereka. bagi penjelasan di 

menurut, bisa  disimpulkan kalau kesepakatan yaitu metode 

komunikasi di mana dua pihak ataupun lebih, yang masing-masing ada 

tujuan yang berselisih, ikut serta dalam metode timbal balik yang 

membutuhkan alterasi objek buat mendekati perjanjian yang sama-

sama bermanfaat.33 

Dalam sambutan tambahannya, Jackman menyunting 4 elemen 

tawar-menawar yang efisien, tercantum: a) kemahiran  buat 

memisahkan sentimen seorang dari perkara yang terdapat. guna 

beraksi sebagai handal, negosiator perlu melindungi atensi mereka 

pada perkara yang dilalui ketimbang pihak-pihak yang ikut serta di 

dalamnya. Mereka juga perlu sanggup menyingkirkan sentimen 

individu yang boleh jadi mengacaukan prosedur permufakatan. b) 

kapasitas buat berkonsentrasi pada kegemaran ketimbang posisi. Tiap-

tiap negosiator mengawali dari tempat yang bertentangan, serta tidak 

diusulkan buat memandang selaku "seorang yang perlu dikalahkan" 

akibat perihal ini sanggup mengibarkan bendera merah dan 

mengalahkan tujuan yang kalian maksudkan. c) Kapasitas buat 

mengambil bermacam pilihan  saat sebelum membuat opsi akhir. Mutu 

kemufakatan akhir bakal memuncak, serta tampaknya terpenuhinya 

kepentingan seluruhnya pihak yang ikut serta bakal memuncak, kalau 

mengharuskan buat mengkombinasikan sebesar boleh jadi alternatif  

biar tidak terjerat pada sesuatu perkara  maupun  penyelesaian. Saat 

sebelum diskusi diawali, memajukan strategi kesepakatan yang kokoh 

bakal menolong mendekati kompromi. d) Kapasitas buat meyakinkan 

kalau hasil didasarkan pada standar yang tidak berpihak. Kala tawar-

                                                           
32 Alfan Maulidin Ichwanto, “Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana 

Islam,” Al-Qanun 20, no. 1 (2017), 

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/632. 
33 Suci Ramadhani et al., “Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi 

Politik,” An Nadwah 28, no. 1 (2022): 89–95, https://ummaspul.e-

journal.id/JENFOL/article/view/3802. 
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menawar, pengacara yang karismatik ataupun persuasif bakal 

memberikan imbas yang tidak sepadan pada hasilnya, lebih-lebih 

kalau ada keberatan yang timbul. sungguh berarti buat bisa 

mengenakan standar yang rasional, semacam menimbang profit serta 

kesusahan dari perjanjian, buat menemukan hasil terbaik. 

Berlandaskan  pemahaman  di atas  bisa  disimpulkan kalau seorang 

yang ada penguasaan berembuk yang cakap mampu memahami serta 

mengetahui penilaian penguasaan berembuk berwujud kepiawaian 

memisahkan perasaan individu dari perkara yang, kepiawaian 

mengarahkan  atensi pada keperluan bukan posisi, kepiawaian buat 

mengambil separuh opsi saat sebelum membuat ketetapan akhir, 

kepiawaian buat meyakinkan kalau hasil didasarkan pada tolok ukur 

yang faktual. 34 

Bagi Filley (dalam Sepasthika, 2010), variabel-variabel 

selanjutnya bisa pengaruhi efektifitas satu orang negosiator: a) 

kedatangan seluruh pihak yang ikut serta dalam kesepakatan. 

Kedatangan ini yaitu salah satu metode buat bertugas sesuai 

menanggulangi kesenjangan yang terdapat; b) kepercayaan  diri dalam 

keahlian buat menanggulangi tantangan. Permasalahan kerap 

dituntaskan dengan mengakui diri oleh orang-orang yang mengakui 

pterdapat keahlian mereka buat berserikat; c) yakin pada ujung tatapan 

sendiri serta himpunan lain. gara-gara masing-masing pihak dalam 

kesepakatan  diharapkan bisa menerima tindakan serta data dengan 

cara akurat serta benar, memahami tiap ujung penglihatan  bakal 

menolong menciptakan  keyakinan diri; d) dorongan hati serta hasrat 

buat berserikat. Biar  perihal ini menciptakan konsensus yang sukses, 

masing-masing pihak mesti ada ketertarikan yang  pada kasus yang; e) 

percakapan yang pas serta tembus pandang. Komunikasi melawan 

keluarnya kesalahpahaman; f) pemahaman mengenai metode 

kesepakatan. gara-gara metode kesepakatan berkepribadian luwes 

serta bersemangat, diharapkan masing-masing pihak sanggup 

memodifikasi strategi serta strategi yang berasas penjelasan di 

sehubungan, peneliti  mendeteksi jika cakap fleksibel  dalam  atau 

eksternal pengaruhi kemahiran kesepakatan seorang.35 

 

                                                           
34 Mahmudah Nursolihah, “Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi,” 

LIiterasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (2020), 

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1636128&val=13825&title=

ANALISIS KARAKTERISTIK KHUSUS TEKS NEGOSIASI. 
35 Yoan Yolanda Tandiono, “Negosiasi Nilai-Nilai Keislaman Pra Dan Pasca 

Mualaf Terhadap Keluarga” (Universitas Islam Riau PekanBaru, 2019), 

https://repository.uir.ac.id/7043/1/149110141.pdf. 
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H. Konsiliasi 

Lebih lanjut Gunawan Widjaja memberikan batasan 

konsiliasi selaku selanjutnya, konsiliasi yaitu cara 

penyempurnaan perkara pilihan yang mengaitkan satu alias 

lebih pihak ketiga, dimana pihak ketiga yang ikut serta guna 

menuntaskan perkara seorang sebagai handal sudah 

memberitahukan kehandalannya. Konsiliator dalam cara 

konsiliasi ini punya kontribusi yang amat bernilai gara-gara 

konsiliator bertanggung jawab guna mengujarkan pendapatnya 

hal penting kasus alias perkara yang selagi, pilihan metode 

pemecahan perkara yang selagi, gimana metode terbaik guna 

menyelesaikannya, apa keutamaan  serta kesusahan untuk para 

pihak, dan imbas prinsipnya. Sekalipun konsiliator punya 

kontrol serta hak guna menyuarakan pendapatnya terhadap 

salah satu pihak yang bercekcok sebagai terbuka serta tidak 

berpihak, konsiliator tidak diperkenankan mengambil 

ketentuan. Selisih antara kedua pendekatan ini yaitu jika 

dibanding dengan perantaraan, konsiliasi ada peraturan 

prosedural yang lebih resmi. sebab dalam konsiliasi lazimnya 

memiliki separuh jenjang yang wajib dilampaui adalah 

menyatakan bentrokan pada komisi konsiliasi, seterusnya 

komisi bakal mencermati penjelasan ujaran para pihak, serta 

bersumber pada kenyataan yang diserahkan oleh para pihak 

selaku ujaran komisi konsiliasi bakal mengajukan pernyataan 

pada para pihak diikuti kesimpulan serta usulan jalan keluar 

perselisihan. 36 

 

I. Mediasi  

1. Pengertian  

Ketetapan guna mendekati perjanjian  senantiasa digeluti oleh para 

pihak sendiri, bukan perantara, sepanjang perantaraan adalah 

struktur teknik resolusi  perselisihan antara para pihak dengan 

kontribusi  pihak ketiga (perantara) yang beraksi selaku penyedia. 

selalu diklaim jika perantaraan yaitu evolusi tawar-menawar. 

Perihal ini dilahirkan oleh ketidakmampuan para pihak yang 

bentrok guna menuntaskan selisih mereka serta ketidakmampuan 

mereka guna mendapatkan jalan keluar yang bakal memenuhi 

mereka berdua, membikin mereka mencari kontribusi pihak ketiga 

yang tidak berpihak guna beraksi selaku perantara serta menolong 

                                                           
36 M Ihcsan Sakbani, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Konsiliasi 

Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan,” 2021. 
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mereka mendekati kompromi. Perantaraan selaku sistem resolusi  

perselisihan menolong para pihak dalam sebagian teknik. Intinya, 

bersamaan berjalannya masa, anggaran operasional selaku natural 

bakal menyusut, serta resolusi sentimen bakal terjalin. lamun 

begitu, keberhasilan lembaga  mediasi di pengadilan sedang kecil, 

perihal ini diakibatkan sebab yang halangi tercapainya konsensus 

para pihak lantaran percekcokan para pihak dilandasi oleh 

konfrontasi penuh emosi maka berdampak rendahnya energik para 

pihak dalam mewujudkan sebuah forum komunikasi, tidak hanya 

itu serta dapat diakibatkan oleh rendahnya uraian para jembatan 

mengenai teknik-teknik penanganan konfrontasi maka kurang 

sanggup menggegas  para pihak guna berunding (perihal ini kerap 

dirasakan para jembatan dari golongan ketua pengadilan, perihal 

ini disebabkan ketua pengadilan selaku penengah berbenturan 

dengan isyarat etik yang mencegah ketua pengadilan penyelidik 

kasus berbicara, para penyambung  hendak meneruskan penelitian  

persoalannya  di luar pengadilan sekalian memperdalam dengan 

cara perorangan lewat perhitungan maupun tahap berjarak dengan 

para pihak.37 

2. Asas-asas umum dalam proses mediasi 

a. Akibat sistem perantaraan berkepribadian inresmi, hingga 

tidak terkendala oleh peraturan hukum formal dalam 

penerapannya. Prioritas dikasihkan guna menjangkau  

pernyataan damai yang hendak membawa perdamaian, 

misalnya tidak sebaliknya dengan undang-undang ataupun 

peraturan, ketertiban biasa, ataupun integritas. Lantaran  tidak 

dapat  tampak pihak yang dibebani sepanjang perantaraan; 

b. Saat yang diinginkan guna menuntaskan dengan mengenakan 

perantaraan relatif pendek, lantaran bersumber pada antusias  

para pihak yang mau berunding hingga 40 hari hendak lebih 

efisien, akibatnya kalau bisa dituntaskan saat sebelum 40 hari 

hingga bisa teraih perjanjian damai. dituturkan oleh perantara  

terhadap hakim  yang tengah meninjau  kasus guna 

dikukuhkan selaku akta perdamaian yang berdaya hukum 

senantiasa dan guna dituntaskan mediasi. Berselisih dengan 

sistem peradilan yang kerap takluk  pada baris hukum; 

c. Sengketa kawasan dituntaskan berlandaskan persetujuan para 

pihak. Perdamaian cukup sanggup dibentuk lewat 

perbincangan yang menciptakan perjanjian. Penghubung 

                                                           
37 Syahrizal Abbas, “Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum 

Nasional,” Jakarta: Kencana (2011). 
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menekan para pihak buat menjangkau pemecahan sebagai 

damai dengan beraksi selaku pihak ketiga yang adil yang 

cukup memutus serta tidak ikut campur. Penghubung  tidak 

menekan salah satu pihak maupun menyangka pihak lain 

berhasil; kebalikannya, penyambung memudahkan serta 

menguraikan pokok-pokok perdamaian; 

d. Harga terjangkau perjanjian para pihak hendak memutuskan 

apakah prosesnya terjangkau maupun tidak, akibatnya hendak 

tampak dana  jikalau memilah perantara yang bukan penengah 

maupun tempat. Tentang ini memberitahukan hemat serta 

anggaran minimum, berlandaskan iktikad para pihak. Banyak 

pengeluaran yang mampu ditekan akibat prosesnya yang 

segera serta sedikit dan juga tabiatnya yang relatif; 

e. Akibat prosesnya tertutup serta tertutup, para pihak merasa 

tenteram guna menyatakan usulan serta mereka. tentang ini 

berarti akibat  melawan perselisihan antara para pihak 

diketahui masyarakat serta memusnahkan nama baik para 

pihak; 

f. Perjanjian itu menghentikan permasalahan yang 

mengidentifikasikan mengisyaratkan apabila perselisihan 

sudah berakhir seluruhnya dengan perjanjian perdamaian yang 

esoknya hendak dikukuhkan selaku akta perdamaian maka 

mempunyai wewenang administratif. Tentang itu 

dimaksudkan supaya kalimat perdamaian yang terdaftar dalam 

tulisan, sehabis selaku akta perdamaian, tidak sanggup ditukar 

lagi; 

g. cara  perantaraan  mampu lebih ditekankan dari pembuktian; 

akan tetapi, prosedur pembuktian yang serupa dengan HIR 

serta RBg inilah yang memisahkan teknik jalan keluar masalah 

litigasi. Tapi, para pihak mampu serta/atau tidak butuh 

membahas bukti satu serupa lain sepanjang konsiliasi. lantaran  

tujuan syafaat ialah mempertemukan 2 (dua) pihak selaku rela 

buat menyentuh perjanjian damai;  

h. Hasil dari perantaraan ialah win-win solution, poinnya tidak 

terlihat pihak yang diberatkan serta kerap terlihat profit yang 

dipecah belah antara para pihak. Tentang ini mampu dijamah 

dengan terdapatnya pola pikir yang kooperatif di antara para 

pihak akibatnya para pihak bakal merasa juara. Berselisih 

dengan teknik perbicaraan win-lose solution,  terlihat pihak 

yang juara serta pihak yang bertekuk lutut, lamun pada  

akibatnya cakap yang berhasil  atau yang bertekuk lutut 

sebagai abu (poinnya walaupun berhasil dalam sebuah 
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permasalahan, ada serta kemudaratan yang dirasakan, yang 

dicari dalam sebuah kemenangan ialah kebahagiaan selagi 

pihak saingan diumumkan tumbang serta dihukum, nilai dan 

kemurniaan).38 

 

J. Penelitian terdahulu 

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai persoalan penerapan 

Restorative Justice pada tindak pidana penganiayaan bukanlah 

merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak 

peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penerapan 

Restorative Justice Pada Tindak Pidana ini sebagai tajuk dalam 

berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah 

diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir 

memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain: 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

N

o  

 Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Materi 

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1. Monica 

Pricilla 

(fakultas 

hukum 

Universita

s 

Muhamm

adiyah 

Sumatera 

Utara, 

Sumatera 

Utara 

2017)39  

Tinjauan 

Yuridis 

Penerapan 

Restorative 

Justice Pada 

Tindak 

Pidana 

Penganiayaa

n 

Prinsip sidang 

yang segera, 

simpel, serta 

Terjangkau 

sanggup dipadati  

oleh Keadilan  

Restoratif dalam 

perbuatan 

kejahatan 

Penyalahgunaan

. Bagi prinsip 

ini, hak orang 

banyak ialah 

keperluan yang 

mesti dilindungi, 

memberikan 

status negeri 

serta kepiawaian 

buat menetapkan 

Persamaan 

penelitian ini 

terletak pada 

penerapan 

restorative justice 

pada tindak 

pidana 

penganiayaan. 

Sedangkan 

perbedaannya 

terletak pada 

fokus kajian yakni 

tinjauan yuridis 

atau hukum 

positif. Dalam 

penelitian ini 

peneliti berfokus 

pada restorative 

justice pada pasal 

                                                           
38 Juni Iriani Sitinjak, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi,” Jurnal Ilmiah 

Research Sains (2019). 
39 Monica Pricilla, “Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak 

Pidana Penganiayaan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021). 
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hukum 

kelebihan. 

seluruh sebuah 

yang dibuahi 

sepanjang 

metode 

perantaraan, 

tercantum 

macam apa 

penerapannya, 

patut adalah 

produk 

perjanjian antara 

para pihak alias 

persetujuan 

mereka. 

351 KUHP dalam 

perspektif hukum 

Islam. 

2. Tarmizi 

Dahmini 

(fakultas 

syari’ah 

dan 

hukum 

Universita

s Islam 

Negeri 

Sumatera 

Utara, 

Medan 

2020)40 

Tinjauan 

Hukum 

Pidana Islam 

Terhadap 

Restorative 

Justice Al-

Jarmh 

Al’Amdi 

(Studi Kasus 

Kecamatan 

Lawe Alas 

Kabupaten 

Aceh 

Tenggara 

Provinsi 

Aceh) 

Dalam 

penanggulangan 

persoalan  aksi 

kejahatan 

penganiayaan 

yang disengaja  

melewati 

restorative 

justice di 

Kecamatan 

Lawe Alas  

Kabupaten Aceh 

Tenggara tidak 

seluruhnya 

memakai teori 

hukum 

kejahatan Islam 

lantaran penulis  

memperhitungk

an teori yang 

digunakan di 

Persamaan 

penelitian ini 

terletak pada 

tinjauan hukum 

islam terhadap 

restorative justice. 

Sedangkan 

perbedaannya 

terletak hukuman 

diyat yang 

diterapkan dalam 

hukum pidana 

Islam. Dalam 

penelitian ini 

peneliti berfokus 

pada ishlah atau 

dalam hukum 

Islam disebut juga 

penyelesaian yang 

mengutamakan 

perdamaian. 

                                                           
40 Tarmizi Dahmi, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Restorative Justice 

Al-Jarmh Al’Amdi (Studi Kasus Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara 

Provinsi Aceh)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 

http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10423. 
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wilayah 

bertentangan 

dengan teori 

yang  memiliki. 

hukum 

kejahatan Islam 

serupa teori 

diyat, diyat yang 

digunakan di 

Kecamatan 

Lawe tumpuan 

relatif kecil, 

tidak setara 

dengan diyat 

yang digunakan 

dalam hukum 

kejahatan Islam 

yang relatif 

besar. Serta 

lantaran vonis 

yang dipakai di 

Kecamatan 

Lawe tumpuan 

Kabupaten Aceh 

Tenggara tidak 

menganut teori 

diyat, 

sebenarnya 

vonis itu cocok 

dengan teori 

diyat, alkisah 

vonis untuk 

mereka yang 

melaksanakan 

penganiayaan 

dengan sengaja 

melewati 

keadilan  

restoratif lebih 

dekat dengan 

ta'zir. Serta 

pemidanaan 
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untuk pemeran 

penganiayaan 

yang disengaja 

melewati 

restorative 

justice di 

kecamatan Lawe 

tumpuan 

kabupaten Aceh 

Tenggara lebih 

mendekati ta’zir 

lantaran 

pemidanaan 

yang digunakan 

di kecamatan 

Lawe tumpuan 

tidak cocok 

dengan teori 

diyat, 

sebenarnya 

vonis yang 

digunakan di 

Kecamatan 

Lawe tumpuan 

telah ditentukan, 

tapi 

penerapannya 

semata-mata 

hasil evaluasi 

konferensi 

pedalaman. 

3. Putri 

Dewi 

Maghfiro

h 

(fakultas 

syariah 

dan 

hukum 

Universita

s Islam 

Tinjauan 

Hukum 

Pidana Islam 

Terhadap 

Penerapan 

Konsep 

Restorative 

Justice 

Dalam 

Tindak 

Dalam 

perspektif 

hukum 

kejahatan  Islam, 

penyudahan 

pertikaian 

memakai teori  

Restorative 

Justice cocok 

dengan teori  Al-

Persamaan 

penelitian ini 

terletak pada 

penyelesaian 

sengketa 

menggunakan 

konsep restorative 

justice sesuai 

dengan konsep Al 

Islah. Sedangkan 
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Negeri 

Sunan 

Ampel, 

Surabaya 

2021)41 

Pidana 

Asusila 

(Studi Kasus 

di Desa 

Jambuwok 

Kecamatan 

Trowulan) 

Islah dalam 

Islam dimana 

unsur-unsur 

dalam 

penerapannya 

mempunyai 

kesesuaian, 

sementara itu 

tipe  kejelekan 

sanggup 

dipidana dengan 

memakai takzir 

lantaran 

bersangkutan 

dengan 

kejelekan 

kepada 

kebesaran serta 

etika, sehingga 

dalam 

pemidanaan 

ialah tahdid 

(ancaman  

penjara  apabila 

melaksanakan 

kelengahan yang 

sepadan di 

seterusnya hari) 

dan gharamah 

(melunasi 

kompensasi 

karena kejelekan 

yang dijalani), 

kedua sanksi itu 

yaitu bermacam 

struktur sanksi 

dari jarimah 

takzir. 

perbedaannya 

terletak bahwa 

Putri Maghfiroh 

menambahkan 

hukumannya 

menggunakan 

takzir karena 

berkaitan dengan 

kejahatan 

terhadap 

kehormatan dan 

etika. Dalam 

penelitian ini 

peneliti berfokus 

pada proses 

keadilan restoratif 

(restorative 

justice) dan 

penciptaan 

kedamaian serta 

hasil atau kondisi 

aktual yang 

dilahirkan oleh 

proses tersebut. 

                                                           
41 Putri Dewi Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan 

Konsep Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Di Desa Jambuwok 

Kecamatan Trowulan)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). 
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K. Kerangka berfikir 

Gambar Alur Kerangka berpikir 
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